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PERATURAN PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 1 TAHUN 2020 

TENTANG 

PETUNJUK OPERASIONAL PENGELOLAAN 

DANA ALOKASI KHUSUS FISIK BIDANG PENDIDIKAN 

SUBBIDANG PERPUSTAKAAN DAERAH TAHUN 2020 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a.  bahwa sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 

1945, tujuan Negara Republik Indonesia didirikan adalah 

untuk melindungi segenap bangsa mewujudkan 

kesejahteraan, mencerdaskan kehidupan bangsa dan 

ikut dalam perdamaian dunia; 

b. bahwa untuk mengantarkan seluruh rakyat Indonesia 

bebas dari belenggu kebodohan, kemiskinan dan 

kemalasan perlu dikembangkan Perpustakaan umum 

sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan; 

c. bahwa kelembagaan Perpustakaan umum di provinsi 

dan/atau kabupaten/kota merupakan salah satu urusan 

wajib non dasar sebagaimana diatur di dalam Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah 

Daerah; 

d. bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 

Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah maka 

seluruh provinsi dan/atau kabupaten/kota di Indonesia 
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yang telah membentuk kelembagaannya berupa dinas 

Perpustakaan; 

e. bahwa sesuai dengan analisis data mengenai organisasi 

dan tata kerja kelembagaan pada dinas Perpustakaan di 

provinsi dan/atau kabupaten/kota ternyata umumnya 

anggarannya rata-rata sangat kecil dibandingkan dengan 

organisasi perangkat daerah lainnya di daerah tersebut; 

f. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf e dan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 

(3) Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2019 tentang 

Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun 

Anggaran 2020, perlu disusun Petunjuk Operasional 

Pengelolaan Dana Alokasi   Khusus   Fisik   Bidang   

Pendidikan   Subbidang Perpustakaan Daerah Tahun 

2020; 

g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf f, perlu 

menetapkan Peraturan Perpustakaan Nasional tentang 

Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Alokasi Khusus 

Fisik Bidang Pendidikan Subbidang Perpustakaan 

Daerah Tahun 2020; 

 

Mengingat : 1.  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286); 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4400); 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
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Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang 

Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4966); 

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5495); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 

Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4575); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 

tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5531); 

11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33); 
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12. Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang 

Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 

Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 225); 

13. Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2019 tentang 

Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun 

Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2019 Nomor 257); 

14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan 

Rakyat Nomor 22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan 

Bangunan Gedung Negara (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 1433); 

15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2016 

tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 

477), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.07/2016 tentang 

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

48/PMK.07/2016 tentang Pengelolaan Transfer ke 

Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 1850); 

16. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang 

Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan 

Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non 

Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah 

terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 

2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan 

Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, 

Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan 

Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 323); 

17. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 8 Tahun 

2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan 

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 699); 
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18. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 9 Tahun 

2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan Provinsi 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 

700); 

19. Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 3 

Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Perpustakaan Nasional sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 1 Tahun 

2012 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala 

Perpustakaan Nasional Nomor 3 Tahun 2001 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional; 

  

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN PERPUSTAKAAN NASIONAL TENTANG 

PETUNJUK OPERASIONAL PENGELOLAAN DANA ALOKASI 

KHUSUS FISIK BIDANG PENDIDIKAN SUBBIDANG 

PERPUSTAKAAN DAERAH TAHUN 2020. 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Perpustakaan Nasional ini yang dimaksud 

dengan: 

1. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disebut DAK 

adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada daerah 

tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai 

kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan 

yang menjadi kewenangan daerah. 

2. Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan yang 

selanjutnya disebut DAK Fisik Bidang Pendidikan adalah 

dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan 

kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk mendanai 

kebutuhan sarana dan/atau prasarana bidang 

pendidikan yang merupakan urusan daerah.  

3. Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan Subbidang 

Perpustakaan Daerah yang selanjutnya disebut DAK 

Fisik Subbidang Perpustakaan Daerah adalah dana yang 


